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MOTTO

“Barang siapa yang thdak mencintai ilmu, niscaya tiada kebaikan padanya. Oleh
karena i, janganlah berteman atan bersahabat dengan orang yang tidak mencintai
ilmu. Sesungguhnya ilmu menjadikan hati menjadi hidup dan terang.”
(Imam Syafi’i-Rahimahullah-)'

' SYEKH AHMAD IBNU SYEKH HIJAZI AL FASYANI, 1995, Al-Majalisus Saniyah -
Syarah Hadis Arbain Nabaw:, Bandumg, Trigenda Karva, Hal 478
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RINGKASAN

Pemenntah daerah menguasai tanah-tanah beserta kcwenangannya
berdasarkan Hak Menguasai dan Negara dalam Pasal 2 UUPA dan ketentnan
peraturan  perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah Hak-hak yang timbul dan
penguasaan tanah dan dapat diberikan kepada pihak lain diatas tanah Negara salah
satunya adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan dapat terjadi atas tanah
yang dikuasai langsung oleh pemernintah daerah yang telah dilepaskan haknya
kepada perorangan atau badan hukum melalui perbuatan hukum seperti jual beli
dan tukar menukar. Pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah
daerah adakalanya tidak menguntungkan daerah. Apabila tanah vang dikuasai
oleh pemeriniah dacrah terus menerus dialihkan maka lama-lama tanah aset
pemeriniah daerah akan habis padahal tanah tersebut merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi dan sewa. Fenomena peralihan hak
atas tanah vang dikuasai oleh pemerintah daerah memjadi hak guna bangunan
milah yang saat ini meningkat seinng program Pemenntah Daerah Kabupaten
Lamongan yang ingin memperindah Kota Lamongan, salah satunya adalah tanah
vang ada di Desa Made Kecamatan Lamongan.

Permasalahan yang diangkat dalam sknipsi imi adalah bagaimanakah
prosedur peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemernintah Daerah
Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan Lamongan dan
kendala-kendala apakah yang tmbul dan peralihan hak atas tanah yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made
Kecamatan Lamongan, serta bagaimanakah upaya untuk mengatasi permasalahan
yang timbul dan peralihan hak atas tanah vang dikuasai oleh Pemenntah Daerah
Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan Lamongan,
Twuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi imi adalah untuk
mengetahw ketiga permasalahan tersebut diatas. Metodolog: dalam penyusunan
skripsi ini adalah pendekatan masalah secara vuridis normatif. Sumber bahan
hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

hukum sekinder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara
yaitu studi pustaka dan wawancara, kemudian metode analisa bahan hukum yang
digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis deskniptif kualitatif yang
non statistik.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa peralihan hak atas tanah
yang dikuasai oleh Pemerintah Dacrah Kabupaten Lamongan melewati dua
proses, yaitu proses pelepasan hak atas tanah vang dikuasa oleh Pemenintah
Dacrah Kabupaten Lamongan dan proses permohonan hak guna bangunan diatas
bekas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan
peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan menghadapi banyak kendala diantaranya kepastian mengenai
pengertian “tanah yang dikuasai olch pemerintah dacrah”, kepastian mengenai
prosedur pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemenntah daersh dan
standar waktu penyelesaiannya, kesulitan dalam penetapan besarnya biaya ganti
rugi, dan syarat untuk dapat mendaftarkan haknya Untuk mengatasi permasalahan
yvang timbul perlu dibuat ketentuan terulis mengenai pengertian tanah yang
dikuasai oleh pemerintah dacrah dan penerapan tindakan hukum berupa sanksi
yang tegas bagi para pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya setelah
memperoleh tanah aset pemerintah daerah.

Adapun saran-saran dan penyusun adalah sebaiknya pemerintah
segera menerbitkan undang-undang yang memberikan kepastian mengenai
pengertian tanah yang dikuasai oleh pemenintah daersh dan pemenntah lebih
mengutamakan untuk memanfaatkan tanah-tanah yang dikusai dalam bentuk kerja
sama dengan pihak lain, daripada melakukan pelepasan hak atas tanahnya

XV
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai modal dasar
dalam pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh Negara dalam rangka
memenuhi tugasnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo.
Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria atan lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA), yang pada mtinya menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan digunakan scbesar-besamya untuk kemakmuran rakyat berdasarkan
Hak Menguasai dan Negara dengan batasan-batasan wewenang yang lelah diatur
dalam pasal tersebut.

Pelaksanaan dari Hak Menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan
kepada dacrah-daerah swatantra dan masvarakat hukum adat menurut ketentuan-
ketentuan peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4)
UUPA. Bunyi Pasal 2 ayat (4) mengandung arti bahwa Hak Menguasai dan
MNegara adalah semacam hak wulayat negara vang merupakan wewenang
pemenniah pusal, sehingga pemernintah daerah ataupun lembaga pemerintahan
ataupim masyarakat hukum adat hanya dapat melakukan wewenang agraria jika
didelegasikan wewenangnya dengan suatu peraturan vang diatur secara khusus
(Parlindungan,1998:45). Pemberian kuasa mengenm Hak Menguasai dari Negara
tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (2) UUPA yang menvatakan bahwa:

“Berdasarkan rencana wmum tersebut pada ayat (1) pasal i dan
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur
persediaan, peruntukan dan penggunaan burm, air serta mang angkasa untuk
daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing”™.
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Sebagal wujud pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanannya, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dimana terdapat pembagian atau
penyerahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah, maka tanah juga
menjadi aset bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan
daerah.

Pemerintah daerah menguasai tanah-tanah beserta kewenangannya
berdasarkan Hak Menguasai dari Negara dalam Pasal 2 UUPA dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada dacrah antara lain Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 terutama dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang pada mtinya
mengatur mengenal urusan-urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota dalam
pelaksanan pembangunan, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun
2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daecrah di Bidang Pertanahan, dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara.

Pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara berkaitan juga dengan bunyi
Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum

Bunyi Pasal 4 ayat (1) mengandung arti bahwa terbuka peluang bagi
pemerintah daerah berdasarkan Hak Menguasai dan Negara untuk memberikan
hak atas tanah negara yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada pihak lain,
baik perorangan maupun badan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan dalam UUPA untuk memperoleh hak-hak tersebut.
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Hak-hak yang timbul dari pengnasaan tanah dan dapat diberikan kepada
pihak lain diatas tanah Negara yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA telah diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Salah satunya adalah hak guna bangunan yang
diatur dalam UUPA mulai Pasal 35 sampai dengan Pasal 40. Hak guna bangunan
diartikan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri (tanah Negara atau dalam tanah milik orang
lain) yang jangka waktunya juga terbatas dan tertentu, yaitu maksimal 30 tahun
dan dapat diperpanjang dengan maksimal 20 tahun (Daliyo, 2001:68),

Hak guna bangunan dapat terjadi atas tanah yang dikuasai langsung oleh
pemerintah daerah yang telah dilepaskan haknya kepada perorangan atau badan
hukum melalui perbuatan hukum seperti jual beli dan tukar menukar. Dasar
hukum tindakan pelepasan hak atas tanah vang dikuasai oleh pemerintah daerah
terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa

“Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk

pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang
dimiliki/dikuasai oleh dacrah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum,

dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah vang bersangkutan
dengan cara :

a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual)
b. pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling
Dalam prakiek, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah
untuk dapat memberikan hak atas tanah yang dikuasainya kepada pihak lain
berdasarkan Hak Menguasai dari Negara tersebut ada kalanya nhdak
menguntungkan bagi Negara. Apabila terus menerus dialihkan kepada pihak lain,
maka lama-lama asel Negara akan habis. padahal tanah Negara dapat menjadi
salah salu sumber Pendapatan Asli Bagi Daerah (PAD) dari retribusi dan sewa.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merasa tertarik
untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan
diatas dan menyangkut permasalahan dalam skripsi yang berjudul “PERALIHAN
HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH
LAMONGAN MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI DESA MADE
KECAMATAN LAMONGAN™.
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1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu adanva ruang lingkup dalam
penynsunan skripsi yang dibatasi sesuai dengan judul “PERALIHAN HAK ATAS
TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH LAMONGAN
MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI DESA MADE KECAMATAN
LAMONGAN”. Hal ini bertujuan untuk membatasi dan menghindari adanya
pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada dan tetap
terfokus pada pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rambu-rambu
permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup vang akan dibahas
adalah tentang prosedur peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan
Lamongan dan kendala-kendala apakah vang timbul dari peralihan hak atas tanah
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di
Desa Made Kecamatan Lamongan, serta upaya untuk mengatasi permasalahan
vang timbul dari peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan .amongan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang tersebut, maka
dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai
berikut ;

I. bagaimanakah prosedur peralihan hak atas tanah yang dikuasai olch
Pemerintah Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made
Kecamatan Lamongan?

2. kendala-kendala apakah yang timbul dari peralihan hak atas tansh yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di
Desa Made Kecamatan Lamongan?

3. bagaimanakah upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari
peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Dacrah Lamongan
menjadi hak guna banguman di Desa Made Kecamatan Lamongan?
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1.4 Tujuan Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang
dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan
penulisan disini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

141 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah -

|. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapal gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Umiversitas Jember;

2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang
bersifat teoritis dengan kenyataan vang ada di masyarakat:

3. untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan wmum, para
mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.42  Tujuan Khusus

Tujuan penyusunan skripsi secara khusus adalah sebagai berikut -

I. untuk mengetahwi dan memahami bagaimana prosedur peralihan hak atas
tanah yang dikvasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan menjadi hak guna
bangunan di Desa Made Kecamatan Lamongan;

2. untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dari peralihan hak atas tanah
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan menjadi ak guna bangunan
di Desa Made Kecamatan Lamongan:

3. memahami upaya-upaya yang ditempub untuk mengatasi kendala-kendala
dalam peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daersh
Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan Lamongan.

1.5 Metodologi Penclitian

Dalam penyusunan skripsi diperoleh suatu metode penelitian sebagai
unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji, dan menjalankan
prosedur yang benar serta dapat dipenanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga
akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Metode yang
dimaksud penyusun adalah berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum,
pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.
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1.5.1 Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas
penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-
aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan  perundang-
undangan sebagai data yang mempunyai kekuatan yang mengikat (Soemitro,
1998:97)
1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dan
diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah .
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum mi dapat diperoleh dengan membaca Peraturan Dasar,
Peraturan Peraturan Perundang-undangan, sampai bidang norma hukum vang
menjadi obyek kajian ( Soemitro, 1990:11).
Adapun peratuan perundang-undangan yang penvusun pergumakan dalam
mengkaji setiap permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen:
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah:
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom:
8) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah di Bidang Pertanahan;
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10) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di
Bidang Pertanahan;

11)Peraturan Menten Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Kewecnangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Negara;

12)Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pembenan dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

13)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tabun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Baham hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer seperti misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah
para sarjana yang berupa literatur sehingga dapat mendukung dan membantu
dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi
ini (Soemitro, 1990:12)

1.5.3 Metode Pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah studi pustaka dan wawancara
a. Studi Pustaka

Yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku dan surat-
surat edaran atau dokumen dalam perundang-undangan untuk mendapatkan bahan
hukum yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ni.
b. Wawancara

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan wawancara secara
langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.
Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Mansur, SH., M.H.
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Bapak Joko Purnomo
S.H. Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Lamongan, dan Bapak Edi
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Subagiyo, S.H selaku Kepala Sub Bidang Data Badan Urusan Tanah dan Rumah
Pemerintah Kabupaten Lamongan.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum
Data-data dan hasil penelitian yang terkumpul dianalisis dengan

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang non statistik. vaitu
menganalisis data untuk memperoleh gambaran singkat yang tidak didasarkan
pada angka-angka bilangan statisik, melainkan analisis vang diuji dengan norma-
norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat serta bertitik tolak dari peraturan
sebagai dasar hukum positif yang berkaitan dengan masalah vang dibahas.

Setelah data dianalisis dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan. dengan
metode berfikir deduktif yaitu suatu cara pengambilan keputusan vang dimulai
dari hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan
dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan
dibahas sehingpa akan diperoleh kesimpulan yang sesuai (Soemitro, 1990:39).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

I Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terdapat
sebidang tanah dengan luas tanah 55.270 m® dengan Sertifikat Hak Pengelolaan
No. 02 / Made atas nama Pemerintah Kabupaten Daemh Tingkat 11 Lamongan
dengan batas-batas sebagai berikut -

sebelah Barat : Jalan Desa

sebelah Timur : Jalan Desa

sebelah Utara : Tanah Hak Milik Surti, Wans, Sunin, [ka

sebelah Sclatan : Jalan Desa, Tanah Hak Milik Singorejosaid, Sakim dan
Suri

Pada tanggal 28 Agustus 1998 tanah tersebut dipecah menjadi 141 bidang
tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, karena akan dipergunakan sebagai
perumahan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daersh
Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat 11 Lamongan Nomor 76 Tahun 1995 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah
Pemerintah Daerah Tingkat 1l Kabupaten Lamongan Di Desa Made Kecamatan
Lamongan.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten |amongan ditetapkan
setelah suatu lembaga teknis yang khusus mengelola tanab-tanah aset Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu Badan Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten
Lamongan menginmkan usulan/saran/pertimbangan  kepada Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Lamongan, untuk mendapat persetujuan dari Bupati mengenai
permohonan pelepasan hak atas tanah tersebut. Selanjutnya Bupati akan meminta
persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tertentu Dewan  Perwakilan Rakya
Daerah menyetujui permohonan persetujuan tersebut, selanjutnya Badan Urusan
Tanah dan Rumah membuatkan Surat Kepulusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan dan mengirimkan kembali ke Bupati untuk ditandatangani.
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Setelah para pemohon membayar ganti rugi maka oleh Notaris Siti Reynar,
S.H. dibuatkan akta perjanjian perikatan penyerahan hak penggunaan tanah Akta
perjanjian perikatan penyerahan hak penggunaan tanah tersebut diserahkan
kepada kantor pertanahan untuk dimohonkan hak pguna bangunan Setelah
persyaratan pemohon dikumpulkan dan dipenuhi maka Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 141
bidang tanah di Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

1.2 Dasar Hukom
Skripsi sebagai suatu karya ilmiah dibidang bukum, tentunya terdapat
landasan yundis atau dasar hukum yang berkaitan dengan materi permasalahan.
Adapun dasar hukum tersebut adalah -
I. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
Pasal 33 ayar (3)
Bumi dan wr dan kekayaan alam yang rerkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Pasal 2 ayat (4).

Hak menguasai dani Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada Dacrah-dacrah Swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan pemturan pemerintah

Pasal 4:

Atas dasar hak menguasai dan Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik
sendin maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.

Pasal 14 ayat (2);

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat ini | pasal i dan
mengingat  peraturan-peraturan  yang  bersangkutan, Pemerintah Daerah
mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang
angkasa untuk dacrahnya sesuai dengan keadaan dacrah masing-masing.
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Pasal 16 ayat (1)

EmReAen o

(1)

(2)

(3)

(h

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 avat | ialah:
hak milik,
hak guna vsaha,
hak guna bangunan,
hak pakai
hak sewa,
hak membuka tanah,
hak memungut hasil hutan,
hak-hak yang udak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas vang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang discbutkan dalam Pasal 53

Pasal 35:

Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling
lama 30 tabhun.

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingal keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat
diperpanjang dengan wakm paling lama 20 tahun.

Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialilikan kepada pihak lain

Pasal 36:

Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

a.  warganegara Indonesia

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi

memenuht syarat-syarat yang tersebut dalam ayat | pasal ini dalam jangka

wakiu | tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain

yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang

memperoleh hak puna-bangunan, jika ia udak memenuhi syarat-syarat

tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau

diahihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak it hapus karena hukum,

dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37:

Hak guna-bangunan terjadi:

a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara - karena penetapan
Pemenntah;

b. mengenai tanah milik: karena peranjian yang berbentuk otentik antara
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pibak yang akan memperolch
hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.
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(1)

(2)

Pasal 38:

hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga
setiap peralihan dan hapusnva hak tersebut harus didafiarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian vang kuat
mengenal hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktinya berakhir.

Pasal 40:

Hak guma-bangunan hapus karena:

a. jangka wakiunya berakhir,

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
dicabut untuk kepentingan wmmum;

diterlantarkan;

tanahnya musnah,

ketentuan dalam Pasal 36 avat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
Pasal 14 ayat (1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah uniuk
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliput:

a perencanaan dan pengendalian pembangunan,

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

c. penvelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

¢. penanganan bidang keschatan;

[ penyelenggaraan pendidikan,

g penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

1. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

J. pengendalian lingkungan hidup,

k. pelayanan pertanahan;,

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,

m.pelayanan administrasi umum pemerintahan,

n. pelayanan administrasi penanaman modal,

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lamnya, dan

p. urusan wajib lmnnya yang diamanatkan oleh peratran

perundang-undangan

w6 oo
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1457:

Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirmya untuk menycrahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Pasal 19:

Yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah:
a. warga negara | 1A
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan

di Indonesia.

Pasal 21:

Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah
a. tanah negara;

b. tanah hak pengelolaan:

c. tanah hak mihk.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2):

Hak guna bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian
hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan
pembenian hak oleh Menteri atau Pejabat yung ditunjuk berdasarkan usul
pemegang hak pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 37 avat (1)

Peralihan hak atas tansh dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
Jual bel, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan bak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olch yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Pasal 2 ayat (4);

Kewenangan Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain kewenangan
sebagmimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
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—

penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro-

2. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam
bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;

3. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fingsi ruang kawasan/lahan
dalam rangka penyusunan tata ruang;

4. penyusunan rencana nasional secara makro;

5. penctapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan:

6. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi:

7. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;

8. pengelolaan dan penyelenggarman perdindungan sumber daya alam di
wilayuh laut di luar 12 (dua belas) mil:

9. pengaturan penerapan perjanjian atau perselujuan infemnasional yang
disahkan atas nama negara;

10. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah:

11. pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaan:

12. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional;

13 penctapan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi termasuk
penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi:

14. penctapan kebijakan sistem informasi nasional:

I5. penctapan persyaratan kualifikasi usaha jasa,

16. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 1:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

I. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah  Presiden

Republik  Indonesia  yang  memegang kekuasasn pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Negam Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemermiah  dserab  adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat dacrah sebagai unsur penyelenggara pemenintahan daerah.

3. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan
cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah
atau dengan pencabutan hak atas tanah.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah

5. Kepentingan umum adalah  kepentingan sebagian  besar  lapisan
masyaraknt.

6. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah,

Pl
v
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7. Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman. dan
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan
hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah
dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.

8. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam
Undang-imdang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

9. Pamitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum.

10. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar,
saling membeni dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besamya ganti rugi dan
masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar
kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
dengan pihak yang memerlukan tanah.

[1.Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifist fisik
dan‘atau mon fisik sebapgai akibat pengadaan tanah kepada yang
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atauy benda-bends lain yang
berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang
lebih baik dan tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena
pengadaan tanah.

12. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah lembaga/iim yang profesional
dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan
sebaga dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarmya ganti rugi.

Pasal 2.

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum olch Pemenntah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:
a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
b. pencabutan hak atas tanah.

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum oleh Pemeniniah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara Jual
beh, wkar menukar, atau cara lain yang discpakati secara sukarela oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentung  Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Bidang Pertanshan
Pasal 1:

Sebelum ditetapkan  peraturan  vang baru  berdasarkan  Peraturan
Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan otonomi daerah
di bidang pertanahan, berlaku Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat
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Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang
telah ada.

10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional

11.

12.

(1)
(2)

Di Bidang Pertanahan
Pasal 2 ayat (1) dan (2):

) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh

Pemenntah Kabupaten/Kota.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

pemberian ijin lokasi;

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
penyelesaian sengketa tanah garapan;

penyelesaian masalah panti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan;

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee;

penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong:

pemberian ijin membuka tanah;

perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

RO o

o

L

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Pasal 4:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan

mengenal;

a. pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari
2.000 M? (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas hak guna
usaha

b. semua pemberian hak guna bangunan atas hak pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 9 Tzhun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):

Pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, dan hak pengelolaan dilakukan oleh Menteri.

Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala
Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Dacrah
Pasal 39:

(I)Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk
pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang
dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan
menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara
a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);

b. pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling.

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagmmana dimaksud pada ayat (1)
harus menguntungkan Pemenntah Daerah dengan memperhatikan nilai
jual  obyek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan
perundang  undangan.

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai atau
harpa taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen
bersertifikat dibidang penilaian aset.

(5) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan atau tender.

23 Landasan Teori
2.3.1 Hak Atas Tanah

Berdasarkan hak menguasai dan Negara, maka Negara dalam hal ini
adalah Pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang,
beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Pemberian hak itu
berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan (Saleh, 1977:15).

Hak atas tanah dapat disrtikan scbagai pembenan wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian tubuh bumi dan air serta
runng yang ada diatasnya sckedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menunat undang-
undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
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Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana hak hak atas tanah meliputi-
hak milik,
hak guna usaha,
hak guna bangunan,
hak pakai,
hak sewa,
hak membuka tanah,
hak memungut-hasil-hutan,
hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnva sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

FR oMo an oe

Yang dapat mempunyai hak-hak atas tanah ialah perseorangan. baik
sendiri maupun bersama-sama dengan lain-lain orang juga badan-badan hukum
dapat mempunyai hak-hak atas tanah, tetapi secara terbatas (Gautama, 1993:99)

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan
perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam perbuatan bukum pemindahan hak, hak
atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk
pemindahan haknya dapat berupa :

a. Jual-beli,

tukar-menukar,

hibah,

pemberian menurut adat,

pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan
hibah wasiat atau “legaat (Harsono, 2003:333).

=

" oo A a

2.3.2 Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka selama 30
tahun. Jadi dalam hal ini pemilik bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah di
mana bengunan tersebut didinkan (Mulyadi dkk, 2004:190),

Pada dasarnya hak guna bangunan yang diberikan atas tanah Negara atau
tanah hak pengelolaan diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan memperhatikan ketentuan
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yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, khususnya ketentuan
dalam Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 13

Hak guna bangunan yang diberikan atas tanah Negara dan tanah hak
pengelolaan memiliki jangka waktu hingga maksimum 50 tahun. terhitung dengan
perpanjangannya; sedangkan hak guna bangunan vang diberikan di atas tanah hak
milik hanya berjangka waktu selama-lamanya 30 tahun saja

Dalam pemberian hak guna bengunan oleh Negara, atau vang bersifat
publik, maka pendaftaran yang dilakukan adalah merupakan saat lshimya hak
guna bangunan tersebut. Sedangken jika pemberian hak guna bangunan
didasarkan pada perjanjian antara pihak pemegang hak milik, atau bersifat privat,
maka pendaftaran yang dilakukan adalah untuk kepentingan pihak ketiga.

2.3.3 Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah

Hak menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik
Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atou belum maupun vang sudah dihak:
dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah vang belum dihaki dengan hak-hak
perorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasi oleh Negara (Pasal
2837,414349) Untuk menyingkat pemakaian kata-kata, dalam praktik
Administrasi digunakan sebutan tanah Negam (Harsono, 2003:274),

Tanah Negara dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah Negars bebas dan
tanah Negara tidak bebas. Tanah Negara bebas adalah tanah Negara yang
langsung di bawah penguasaan Negara, di atas tanah tidak ada satupun hak yang
dipunyai olch pihak lain selain Negara. Sedangkan tanah Negara tidak bebas
adalah tanah Negara yang di atasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak pihak lain
(Hermit, 2004:111).

Dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa hak
menguasai dan Negara “merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat
pada tingkatan paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh negara”,
Hak menguasai dari Negarn menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok
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Agraria, pelaksanannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan
masyarakat hukum adat (Saleh, 1977:44).

Wewenang agraria dalam sistem UUPA adalah pada pemerintah sentral
dan pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agraria jika
tidak ditunjuk ataupun didelegasi wewenang oleh pemerintah kepada daerah-
daerah otonom, ataupun lembaga pemerintahan atau departemen tertentu, ataupun
kepada masyarakat hukum adat, sebagaimana diperjelas oleh ayat 4 pasal 2 ini,
dan kesemuanya akan dituangkan dalam suatu peraturan tertentu (Parindungan,
1998:44).

Peralihan hak atas tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dapat terjadi dengan bermacam cara sebagaimana diatur dalam pasal 39
Kepmendagn No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Dacrah
yang menyatakan

(1) Setiap perubahan status hukum barang dacrah vang bertujuan untuk
pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan vang

dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan
menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara
4. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
b. Pelepasan dengan tukar menukar atau nuilslag atau tukar guling
(2) Pelepasan hak atas tanah scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daersh setelah
mendapat persetujuan DPRD.
2.3.4 Pelepasan Hak Atas Tanah
Sejak ditctapkannya KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, konsep
pembebasan tanah untuk pembangunan diganti dengan konsep pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, Pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan
berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah (Mahendra, 1997-21),
Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah tersebut hanya dapat
dilakukan apabila penctapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum
tersebut sesuai dengan dan berdasar Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang
telah ditctapkan terlebih dahulu. Bagi dacrah yang belum menctapkan RUTR,
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pengadaan tanshnya dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota
yang telah ada.

Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan
bahwa pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal | angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan
pencabutan hak atas tanah. Sedangkan pengertian pelepasan atau penycrahan hak
atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal | angka 6 Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan melepaskan hubungan
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasamya dengan
memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.. Musyawarah dilakukan secara
langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan imstansi
pemerintah yang memerlukan tanah, dipimpin Panitia Pengadaan Tanah.

2.3.5 Pendaftaran Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1,
pengertian pendaftaran tanah adalah rangkatan kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus mencrus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemelibaraan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milk atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebanmya.
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Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 menyebutkan:

Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkuatan.

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-piiak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperolah data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaflar,

¢. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterungan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnys. Data yuridhs adalah keterangan
mengenm status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Menurut Pasal | angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaflarn
Tanah sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
hak milik atas satusn rumah susun dan hak langgungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah
Daerah Lamongan Menjadi Hak Guna Bangunan Di Desa Made
Kecamatan Lamongan

Pertama-tama perlu diketahui bahwa pengertian “tanah yang dikuasai olch
pemerintah  daerah™ tidak idennk dengan pengertian “tanah negara” Dapat
dikatakan bahwa benar tanah-tanah yvang ada dalam wilayah Republik Indonesia

i baik yang tidak maupun yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan dan

dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah Negara. Namun setelah otonomi

dacrah, dengan adanya penyerahan kewenangan kepada daerah termasuk
penguasaan daerah atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam UU No, 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerntah Dacrah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonom, serta

Keppres No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang

Pertanahan, maka dalam kenyataannya ada tanah yang berada dalam penguasaan

negara yang disebut dengan tanah negara dan ada tansh yang berada dalam

penguasaan pemerintah daerah yang disebut sebagai tanah yang dikuasai oleh
pemerntah daerah/tanah aset pemenintah daerah

Hingga saat imi belum ada peraturan  perundang-undangan vyang
memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “ranah yang
dikuasai oleh pemerintah daerah”™ Pemturan perundang-undangan yang ada
kebanyakan hanya menguraikan mengenai  penyeraban  penguasasan  dan
kewenangan di bidang penanahan dari pemernintah pusat kepada pemerintah

daerah diantaranya yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, Pasal 2 ayat (4)

PP No. 25 Tahun 2000, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 34 Tahun

2003, Namun dapal disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah yang

dikuasai oleh pemerintah daerah/tanah aset pemenntah dacrah adalah tanah-tanah

yang diperoleh Pemerintah Daerah Lamongan dari pengadaan tanah, hibah, serta
tanah-tanah yang dibiayai dan dirawat oleh Pemenntah Dacrah Lamongan

23
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Tanah-tanah tersebut diantaranya ada yang telah diberikan kepada pihak
lam dalam bentuk ijin pakai (dulu disebut ijin sewa) untuk memakai tempat-
tempat tertentu yang berada dalam penguasaan daerah dengan membayar biaya
retribusi; ijin pakai yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dani
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain vang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian
haknya; dan hak pengelolaan yaitu hak penguasaan atas tanah negara dengan
maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh pemegang hak juga dapat
memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga, bahkan beberapa 1elah
dialihkan/diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain melalui tindakan
hukum “pelepasan”.

Pengertian “pelepasan” scbagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal | angka 6 yaitu suatu kegiatan
melepaskan hubungan hukum antar pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah Tanah-tanah
yang dikuasai oleh pemerintah dacrah tersebut apabila telah dilepaskan oleh
pemerintah daerah baik kepada perorangan maupun badan hukum, maka statusnya
menjadi “umah Negara™ dan pemohon yang telah menenima surat pernyataan
pelepasan tanah vang dikvasa oleh pemerintah daerah tersebut dapat memohon
kepada Badan Pertanahan Nasional untuk meletakkan suatu hak atas tanah
diatasnya, misalnya hak guna bangunan.

Proses peralihan hak atas tanah vang dikuasai oleh pemerintah daerah
berbeda dengan proses peralihan hak pada nmumnya Berikut ini akan diuraikan
mengenal proses peralihan (pelepasan) hak atas tanah yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah Lamongan dan proses perolehan hak guna banguman untuk
dilekatkan di atas bekas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan
yang telah dilepaskan tersebut.
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3.1.1 Proses Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah
Daerah Lamongan

Peralihan (pelepasan) hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemenintsh
Daerah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu dengan cara jual beli atau tukar menukar, sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Pasal 39, yang
pelaksanannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Bupan |amongan)
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui
suatu lembaga tekms yang khusus mengelola tanah-tanah aset Pemerintah Daemh
Kabupaten Lamongan, yaitu Badan Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten
l.amongan. Persetujuan Bupati Kepala Doerah Kabupaten Lamongan dan DPRD
Kabupaten Lamongan merupakan dua syarst paling utama untuk dapat
memperoleh pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
Lamongan,

Sebenarnya tindakan hukum penjualan aset pemerintah daerah tidak dapat
dibenarkan mengmgat pemerintah daerah adalah badan hukum publik dan hanya
bertindak sebagai “yang menguasai” dimana tugasnya adalah mengatur,
merencanakan peruntukan dan pemanfiatan, bukan “memiliki”. Scbagaimana
telah Kita ketahui bahwa disamping orang (persoon) sebagai subyek hukum
dikenal pula badan-badan hukum yang oleh hukum diberi status “persoon”™ dan
mempunyai hak serta kewajiban seperti manusia vang disebut “badan hukum”
sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dibidang perdata seperti jual
beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain. Negara dan daerah swatantra
Tingkat | dan Il yang diwakili oleh Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk
badan hukum yang disebut badan hukum publik, namun karena bentuknya sebagai
badan hukum “publik™ maka Negara dan dacrah swatantra Tingkat | dan 11 yang
diwakili oleh pemerintah tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum
dibidang perdata tersebut distas

Dalam kenyatannya, menurut Pasal 39 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 152 Tahun 2004, setiap perubahan status hukum barang dacrah
yang bertujuan untuk pengalihan atau penyershan hak atas tanah dan atau
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bangunan vang dimiliki/dikuasai oleh daerah, dapat diproses dengan
pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cama pelepasan
dengan pembayaran ganti rugi (dijual) dan pelepasan dengan tukar
menukar/ruislag/tukar guling. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual)
misalnya untuk tanah-tanah aset pemerintah daerah vang tadinya pengelolannya
diberikan kepada pihak ketiga dengan ijin pemakaian Sedangkan pelepasan
dengan tukar-menukar/ruisiag/tukar guling misalnya untuk tanah pertanian yang
pada umumnya berasal dari tanah bengkok. dan lain-lain.

Pertimbangan menguntungkan daerah seperti apakah vang dimaksud
dalam ketentuan tersebut hingga kini masih belum ada parameter yang pasti
sehingga pelaksanaan peralihan hak atas tanah vang dikuasai oleh Pemerintah
Dacrah Kabupaten Lamongan sepenuhnya masih didasarkan pada pertimbangan
subyektifl dari aparat terkait dalam proses pelepasan hak atas tanah tersebut, yaitu
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Lamongan.

A.  Pertimbangan—pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
Lamongan dalam melakukan pelepasan hak atas tanah yang
dikuasainya di Desa Made Kecamatan Lamongan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 bahwa setiap perubahan status hukum
barang dacrah yang bertwjuan untuk pengalihan dan penyerahan hak atas tanah
dan atau bangunan yang dimilikv'dikuasa oleh dacrah yang bersangkutan, maka
benkut i beberapa pertimbangan yang dinilai menguntungkan dan telah
digunakan oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Lamongan dalam melakukan
pelepasan hak atas tanah yang dikuasainya, antara lain:

I. karena status dan tanah yang dikunsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan tesebut adalah sebagni “aset”, maka prinsipnya adalah bagaimana
tanah tersebut dimanfaatkan supaya memberi kontribusi balik bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan berupa peningkatan pemasukan Pendapatan
Ash Daerah (PAD), sehingga tanah-tanah tersebut selain digunakan untuk
kepentingan Pemerintah, ada yang sengaja dikomersilkan;
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B

Pemanfaatan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan dengan cara mengkomersilkannya untuk mendapatkan
kontribusi balik berupa peningkatan PAD merupakan salah satu cara vang
ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya
Mengkomersilkan yang dimaksud disini dapat berupa melakukan penawaran
kepada masyarakat atau investor untuk menggunakan tanah yang
bersangkutan, namun dapat juga dalam bentuk “pelepasan™.

Patut kita hargai usaha Pemermtah Daerah Kabupaten Lamongan
tersebut  dalam rangka meningkatkan kesejahtersan dan  kemakmuran
masyarakat, akan fetapi apabila tindakan mengkomersilkan tanah aset
Pemenintah Dacrah Kabupaten Lamongan tersebut melenceng dani tujuan
awalnya dan tidak disertai dengan pertimbangan yang matang, maka pada
akhimya hanya akan merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan
masyarakat daerah Lamongan. Hal mi disebabkan karena adakalanya
Pemerintah Daerah Kabupaten lLamongan hanya mengejar peningkatan
pendapatan daerah semata tanpa memikirkan efek jangka panjangnya, yaitu
pada samt aset tanah yang dimiliki telah habis maka tidak ada lagi yang
menjadi sumber pendapatan bagi daerah,

Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang digunakan masyarakat
melalui ijin pemakaian, telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan

Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan vang digunakan
masyarakat melalui ijin pemakaian, statusnya fetap schagai tanah aset
pemerintah daerah, hanya saja untuk pemanfaatannya telah diserahkan kepada
masyarakat melalui pemohon ijin untuk memakai tempat-tempat tersebut
sesuai kebutuhan dan peruntukkan kawasannyn Dalam prakicknya di
Kabupaten Lamongan bagi pemegang ijin pemakaian di atas apabila ngin
menngkatkan  status hak atas tanah yang ditempatinya tersebut dapat
memohon pelepasan atas tanah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan dengan cara pemberian ganti rugi, dengan kata lain
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melakukan jual beli dengan pemerintah daerah, sehingga apabila tanah
tersebut telah dilepaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan maka
statusnya akan berubah menjadi “tanah negara bebas™ dan yang bersangkutan
dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan dan mendapatkan bukti hak berupa sertifikat.

. Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak mungkin meminta kembali tanah-
tanah yang digunakan oleh masyarakat dengan ijin pemakaian, baik
dipergunakan untuk jalan, bangunan kantor ataupun bangunan fasilitas umum
lainnya, dengan pertimbangan:

a. Para pemegang ijin telah memanfaatkan dan menggunakan tansh
tersebut dalam waktu cukup lama dengan membayar retribusi sehingga
apabila diminta kembali oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten
Lamongan, besar kemungkinan terjadi konflik dengan masyarakat dan
kacaunya Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mapan,

b. Para pemegang ijin terakhir pada umumnya menerima pengoperan atau
pengalihan hak dan pemegang ijin sebelumnya schingga yang
bersangkutan telah mengeluarkan biaya pengoperan yang cukup besar

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang
ketiga ini digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan semata-
mata untuk menghindan konflik dengan masyarakat yvang akan merasa
dirugikan apabila permohonan pelepasannnya tidak dikabulkan, karena diminya
telah menggunakan tanah tersebut dalam waktu cukup lama dengan membayar
biaya retribusi sclama memegang ijin pemakaian atau telah mengeluarkan
biaya pengoperan yang cukup besar untuk memperoleh tanah tersebut darn
pemegang sebelumnya. Namun pertimbangan tersebut scharusnya  tidak
menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk tidak
meminta kembali tanah yang bersangkutan apabila tanah tersebut memang
dibutuhkan untuk kepentingan umum mengingat semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUPA dan
Penjelasan Umum 11 Angka (4), yakni bahwa hak atas tanah apapun yang ada
pada seseorang tdaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya ity akan
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dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan merasa bahwa

tidak mungkin meminta kembali tanah yang telah diberikan kepada
masyarakat dengan ijin pemakaian sekalipun untuk kepentingan umum dengan
pertimbangan sebagaimana diuratkan diatas maka dengan demikian berarti
bahwa tanah tersebut telah kehilangan fungsi sosialnya dan hal tersebut tidak
dibenarkan.
. Biaya pelepasan yang dibayarkan oleh pemohon dapat digunakan untuk
membeli tanah kembali di daerah lain (tanah pengganti) seluas tanah yang
dilepaskan atau lebih. Untuk itu perlu dilakukan penetapan biaya pelepasan
tanah serta biaya operasional dan administrasi umum mengingat nilai sosial
ckonomis dan nilai tata guna tanah masing-masing objek sangat bervanasi
sehingga diharapkan dapat memenuhi nilai kepantasan;

Kebijakan yang berlaku saat ini, bahwa penetapan besamya biaya
pelepasan yang harus dibayarkan oleh pemohon adalah sebesar nilai taksiran
berdasarkan harga umum di daerah setempat atau berdasarkan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dengan memperhatikan nilai sosial ekonomis dan nilai
tata guna tanah yang menjadi objek.

. Tanah pengganti yang ditawarkan oleh pemohon sebagai objek tukar
menukar/muslag dinilai layak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

- Efekuf tidaknya suatu tanah misalnya untuk tanah pertanian yang dari segi
pemaniaatan telah terjadi mobilitas karena memang pada umumnya berada di
kawasan pengembangan, schingga apabila ada tanah pertanian yang tersisa
yang tidak mungkin dipertahankan kelangsungannya maka dialihkan kepada
pihak lain dengan cara tukar menukar (Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Edi Subagio selaku Kepala Sub Bidang Data Badan Urusan Tanah dan
Rumah Pemerintah Kabupaten Lamongan, 5 Oktober 2006).

Pertimbangan yang keenam ini mengenai dasar dilakukannya
pelepasan karena suatu tanah sudah ndak efektif lagi apabila tetap
dipertahankan, merupakan pertimbangan yang tcpat karcna apabila tetap
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dipertahankan hanya akan menyebabkan kerugian bagi Pemenintsh Daerah
Kabupaten Lamongan yang berarti juga kerugian bagi masyarakat Namun
Pemerintah  Daerah Kabupaten Lamongan sebaiknya terlebih  dahulu
mengusahakan untuk memanfaatkan tanah terscbut sebelum memutuskan
bahwa tanah tersebut benar-benar tidak efektif lagi untuk dipertahankan.

Pertimbangan ini merupakan perwujudan dani Pasal 33 UUD 1945
bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan sebesar-besamya untuk
kesejahteraan dan kemakmuran mkyat dan juga perwujudan dari fungsi sosial
atas tanah scbagmimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak dapat
dibenarkan suatu tanah dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata
untuk pemegangnya saja. Penggunaan tanah tersebut harus sesuai dengan
keadaan dan tujuan diberikannya tanah tersebut, sehingga harus diberikan
kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkannnya.

Tidak semua pertimbangan tersebut tepat untuk dipergunakan,
akan fetapi memang merupakan suatu hal yang sulit karena terfalu banyak
aspek dalam masyarakat yang harus diperhatikan agar jangan sampai
menimbulkan konflik di tengah masyarakat itu sendiri. Namun Pemerintah
Dacrah Kabupaten Lamongan harus tetap mengusahakan dan melakukan yang
terbaik untuk kepentingan semua pihak.

Tahap-tahap dalam pelepasan hak atas tanah yang dikuasai
Pemerintah Dacrah Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan
Sebelumnya telah diuraikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeni Nomor 152 Tahun 2004 Pasal 39 Ayat (1), peralihan atau penyershan hak
atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh dacrah dapat dilakukan
dengan dua cars, yakni melalui cara pelepasan dengan ganti ng (dijual) atau
melalui cara pelepasan dengan tukar menukar/tukar guling/nuslag.

Tindakan jual beli dan tukar menukar yang terjadi dalam proses peralihan

hak atas tanah yang dikuasar oleh pemerintah dacrah, pada dasamya sama dengan
tindakan jual beli dan tukar menukar dalam hukum perdata. Menurut hukum
perdata, dalam tindakan jual beli ada pihak yang mengikatkan diri untuk
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menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak lain dan pihak lain
tersebut mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam
proses peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, pihak yang
mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak
lam tersebut adalah pemerintah daerah scbagai badan hukum yang memegang hak
penguasaan atas tanah dan pihak lain yang telah dijanjikan tersebut adalah
masyarakat yang memohon untuk dilepaskannya tanah yang bersangkutan.
Sedangkan dalam tindakan tukar menukar menurut hukum perdata ada dua pihak
yang saling mengikatkan diri untuk memberikan barang secara timbal balik
sebagal ganti barang yang lain. Dalam proses peralihan atas tanah yang dikuasai
oleh pemerintah daerah, dua pihak tersebut adalah pemerintah daerah sebagai
pemegang hak penguasaan atas tanah dan masyarakat pemohon pelepasan hak
atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jadi dalam proses peralihan hak atas tanah yang menjadi subjek adalah
pemerintah daerah dan masyarakat pemohon, sedangkan obyeknya adalah tanah
yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan pengertian “benda”
dalam hukum perdata sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. tanah
termasuk dalam pembagian benda sebagai benda yang tidak bergerak karena
sifatnya. Sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata bahwa suatu
pemindahan hak terdiri atas dua bagian yaitu suatu “obligatoire overeenkomst”
yaitu tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual
beli atau penukaran; dan suatu “zakelijke overeenkomsf” yaitu pemindahan hak itu
sendini. Dalam pemindahan hak benda yang tak berperak tidak cukup
dilaksanakan dengan pengoperan belaka melainkan harus pula dibuat suatu surat
penyerahan, maka ketentuan tersebut juga berlaku untuk pemindahan hak atas
tanah (Subekti, 1994:71).

Proses pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan melalui badan Urusan Tanah dan Rumah sebagai lembaga
tekmis yang khusus mengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lamogan, baik
yang dilakukan dengan cara tukar menukar/tukar guling/ruislag pada dasamya
harus melalui tahap-tahapan prosedur yang sama, yang membedakan hanyalah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon berkaitan dengan kelengkapan

berkas dalam permohonan dan kewajiban vang harus dipenuhi oleh pemohon

yang permohonannya dikabulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
Proses peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan dapat digambarkan
sebagai berikut:

l |

Pemohon BUTR " Bupati [™ DPRD
(Loket T)

Kasubid Data

v
Kasubid Peta

h J
Kasubid Bidang

h 4
Kepala BUTR

&

Dinas Teknis Terkait

Y
Loket 11 BUTR

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Subagio selaku Kepala Sub
Bidang Data Badan Urusan Tanah dan Rumah Pemerintah Kabupaten Lamongan,
9 Oktober 2006)

Skema diatas menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam
proses peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan melalui permohonan pelepasan
hak atas tunah yang diajukan kepada Bupati Lamongan dengan perantaraan Badan
Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten Lamongan, dijabarkan sebagai berikut:
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a. Tahap pengajuan permohonan pelepasan

Pemohon (masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum)
mengajukan permohonan pelepasan aset Pemerintah Dacrah Kabupaten
Lamongan vang dikehendaki kepada Bupat Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan dalam bentuk tertulis melalui Loket | (Staff bidang pendataan dan
pemetaan) Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR).

Petugas Loket | Badan Urusan Tanah dan Rumah akan menerima dan
meneliti berkas permohonan sekaligus kelengkapannya; berkas yang belum
lengkap persyaratan administrasinya dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi, sedangkan berkas yang memenuhi syarat diberikan tanda terima,
nomor registrasi sekaligus dicatat dalam lembar kerja untuk diteruskan ke
bagian penelitian berkas.

b. Tahap pemernksaan berkas permohonan pelepasan

Kepala sub bidang pendataan meneliti kelengkapan berkas sesuai
persyaratan dan kepala sub bidang pemetaan melaksanakan peninjauan lokasi
tanah yang dimohon, untuk melakukan pengukuran sekaligus membuat
gambar situasi/peta lokasi dan membuat berita acara hasil peninjauan
lapangan.

Kepala bidang pendataan dan pemetaan kemudian mengadakan rapat
koordinasi yang dihadmi oleh Tim Panitia 9 (Kantor Pertanahan, Badan
Urusan Tanah dan Rumah, Dinas Pertanian, Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan, Dinas Pengawas Bangunan dan Pengendalian Lingkungan,
Camat/Laurah, Kimpraswil, Bupati, dan Asisten Administrasi Daerah) untuk
meneliti dan mengoreksi dalam rangka menentukan apakah permobonan
tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

¢. Tahap penctapan besarmya bisya pelepasan

Kasubid Bidang menenima nota  dinas tentang permohonan yang
tidak/dapat diproses dani Kepala Bidang Pendataan, mengadakan koordinasi
dengan dinas-dinas terkait untuk menetapkan besamya biaya pelepasan yang
harus dibayar oleh pemohon.
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Mengenai penetapan besamnya biaya pelepasan, dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah Pasal 39 ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Penghitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menguntungkan pemerintah daerah dengan memperhatikan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dan atan harga umum sctempat sesual peraturan
perundang-undangan™.

Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa:

“Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala dacrah berdasarkan nilai/harga wksiran
yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan kapala
daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat di idang
penilaian aset”™.

. Tahap permohonan persetwjuan pelepasan kepada Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Lamongan.

Badan Urusan Tanah dan Rumah kemudian mengirimkan
usulan/saran/pertimbangan  kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan untuk mendapat persetujuan mengenai permohonan pelepasan  hak
atas tanah yang dikuasai olch Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di
Desa Made Kecamatan Lamongan tersebut dalam bentuk nota dinas.

Setelah mempelajan nota dinas tersebut, Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan akan menginmkannya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (DPRD) Kabupaten Lamongan untuk meminta persetujuan
dan DPRD Kabupaten Lamongan. Apabila disetujui maka Badan (rusan
Fanah dan Rumah Kabupaten Lamongan membuatkan Surat Keputusan
Bupati Kepala Dacrah Kabupaten Lamongan dan mengirimkan kembali ke
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan untuk ditandatangani.

. Tahap pembayaran biaya pelepasan dan pembenan hak atas tanah yang telah
dilepaskan oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Lamongan

Badan Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten Lamongan
menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan
berikut sural pemyataan pelepasan tanah Pemenntah Dacrah Kabupaten
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Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan tersebut kepada pemohon dan
mewajibkan pemohon untuk membayar biaya pelepasan ke Loket II (Staff
Bidang Tanah dan Rumah).

3.1.2 Proses Perolehan Hak Guna Bangunan Di Atas Bekas Tanah Yang
Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Lamongan Di Desa Made
Kecamatan Lamongan

Setelah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pelepasan hak
atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di Desa
Made Kecamatan Lamongan melalui Badan Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten
Lamongan tersebut selesa, pemegang hak yang telah menennma bukti pelepasan
hak dari Badan Urusan Tanah dan Rumah dapat mengajukan permohonan hak
guna bangunan di atas bekas tanah yang dikuasai oleh Pemenntah Daerah
Kabupaten Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan terscbut kepada
kantor pertanahan.

Sebelum mengetahui tahapan-tahapan dalam proses permohonan hak guna
bangunan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 9
PMNA No. 3 Tabun 1999 maka kewenangan pemberian hak guna bangunan
untuk luasan tanah lebih dant 2000 m° ada pada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya, sedangkan kewenangan pembenan hak guna bangunan
untuk tanah yang luasnya tidak lebih dan 150.000 m® ada pada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Tahapan-tahapan dalam proses permohonan hak guna bangunan di Kantor

Pertanahan Lamongan adalah:

a. Tahap pengajuan permohonan hak guna bangunan

Pemohon hak guna bangunan yang telah mendapatkan surat pemyataan
pelepasan hak atas tanah yang dikuasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan, mengajukan permohonan hak
guna bangunan dengan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya Sesuai
dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 19 PP No. 40 Tahun 1996 Jo. Pasal 32
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PMNA No. 9 Tahun 1999, maka yang dapat mengajukan permohonan untuk
mempunyai hak guna bangunan adalah:

a. warga negara Indonesia;

b. badan hukum yang didinkan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan berkas
permohonan adalah:
. Data Yunidis

Menurut Pasal 1 Angka 7 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, yang dimaksud dengan data yundis adalah keterangan mengenai status
hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaflar, pemegang haknya dan
hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dalam permohonan hak guna bangunan di atas tanah bekas aset
Pemerintah Daerah Lamongan, maka data-data yundis meliputi:

I. Surat Keputusan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah Lamongan dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yang
diperoleh melalui Badan Urusan Tanah dan Rumah;

2. Surat pernyatsan pelepasan hak atas tanah atau surat konfirmasi yang
menjelaskan bahwa berdasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan tanah Pemermtah Daerab Kabupaten Lamongan di Desa Made
Kecamatan Lamongan tersebut telah dilepaskan dan tidak lagi sebagai
tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, yang diperoleh dari
Badan Urusan Tanah dan Rumah;

3. Surast Persctujuan dari DPRD Kabupaten Lamongan yang diperoleh
melalu Badan Urusan Tanah dan Rumah;

4. Akta otentik dari PPAT,

5. Kwitansi pelunasan biaya pelepasan ke Pemenintah Daerah Kabupaten
Lamongan yang diperoleh dan Badan Urusan Tanah dan Rumah

Il. Data Fisik
Menurut Pasal | angka 6 PP No. 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan
data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan
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satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan diatasnya.
Data fisik tersebut dapat berupa:
1. Peta Bidang (gambar situasi)
Didalam peta bidang biasanya terdapat “NIB™ (Nomor Identifikasi Bidang)
yang membedakannya dari peta bidang yang lam untuk menghindari sertifikat
ganda.
2. Surat Ukur
Karena belum mempunyai surat ukur, pemohon dapat mengajukan
permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

b. Tahap pemeriksaan berkas permohonan hak guna bangunan

Diadakanlah pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah yang
dilakukan oleh Seksi Penatagunaan Tanah, Penguasaan Tanah, dan Pendafiaran
Tanah yang rergabung dalam Panitia A yang pada intinya bertujuan untuk meneliti
dan memeriksa kebenaran data yang ditenima di lapangan. Panitia A adalah
panitia  yang bertugas melaksanakan pemenksaan tanah dalam rangka
penyelesaian permohonan untuk memperoleh hak milik, hak pengelolaan, hak
puna bangunan, hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak.

Pada intinya tugas dan Panmiba A dalam penyelesaian permohonan hak
adalah sebagai berikut:

1. mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan,

2. mengadakan penelitian dan peninjavan fisik atas tanah yang dimohon,
mengenal status, nwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan
hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon,

3. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas
tanah yang berbatasan,

4. menentukan sesum tidaknya penggunaan tanah fersebut dengan rencana
pembangunan daerah,

5. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan ftersebut yang
dituangkan dalam “nsalah pemeriksaan tanah”
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Setelah pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah selesai, dibuatlah
berita acara pemeriksaan berikut usulan/saran/pertimbangan mengenai pemberian
hak guna bangunan tersebut.

¢. Tahap pemberian hak guna bangunan

Berkas permohonan berikut berita acara (nsalah) pemenksamn tersebut
dikinmkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Setelah
menerima berkas permohonan hak guna bangunan dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan yang telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk
meluluskannya, maka dilihat kewenangan siapakah untuk penyelesaian pemberian
Surat Keputusan Hak Guna Bangunan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan Pasal 4
dan Pasal 9 PMNA No. 3 Tahun 1999 maka kewenangan pemberian hak guna
bangunan untuk [luasan tanah lebih dari 2000 w° ada pada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan kewenangan pemberian Hak Guna
Bangunan untuk tansh yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m? ada pada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

d. Tahap pendaftaran hak guna bangunan

Untuk memperoleh tanda bukt hak (sertifikat) Hak Guna Bangunan, maka
pemohon harus mendaflarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
selambat-lambatnya dalam wakt 3 bulan setelah dilunaskannya pungutan vang
pemasukan. Pada saat pendaftaran pemohon harus membawa tambahan
komponen-komponen  persyaratan  kedalam  paket dokumen.  Komponen-
komponen persyaratan tambahan tersebut ialah -

I dokomen yang membuktikan bahwa pemohon telah menguasai tanah Negara
tersebut dan tangan pihak lain yang selama ini menguasai tanah Negara
tersebut. Dokumen tersebut dapat berupa akta pelepasan hak dan pihak lain
kepada pemohon dan akta jual beli
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2. dokumen yang bensi data fisik tanah Negara yang dimohon seperti surat ukur
atau gambar situasi .

Dengan demikian selesailah proses peralihan hak atas tanah yang dikuasa
oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Lamongan menjadi hak guna bangunan.
Mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki dan harus dipenuhi oleh penerima hak
guna bangunan sesuai dengan vang tercantum dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal
32 UUPA, dalam prakteknya telah dipenuhi oleh pemegang hak guna bangunan
(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Pumomo selaku Kepala Seksi
Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, 13 Oktober 2006).

3.2 Kendala Yang Timbul Dari Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai
Oleh Pemerintah Daerah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Desa Made
Kecamatan Lamongan

Dalam proses peralihan hak atas tanah vang dikuasai oleh Pemerntah

Daerah Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made tersebut, baik dalam

proses pelepasannya melalu Badan Urusan Tanah dan Rumah, mavpun selama

proses permohonan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Lamongan, tidak menutup kemungkinan munculnya kendala-kendala bak dan

nstansi atan aparatur pelaksanasannya, dan pemohon sendin, maupun dan

masyarakat yang merasa mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan sebagai
akibat dani terjadinya pelepasan tanah tersebut atau pemberian hak guna bangunan
diatas tanah yang bersangkutan, Kendala-kendala rersebut antara lain:

I. Tidak adanya peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan peralihan hak

atas tanah yang dikuasai oleh pemenniah daerah

Kebanyakan peraturan perundang-undangan diantaranya yang terdapat di
dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, Pasal 2 ayat (4) PP No. 25 Tahun 2000, dan
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 34 Tahun 2003 hanya memaparkan
terjadinya penyerahan kewenangan dibidang pertanahan dani pemerintah pusat
kepada pemenntah daerah namun tdak memberikan secara jelas dan past
mengenal pengertian “tanh yang dikvasm oleh pemenntah daerah”™ Tidak
adanya ketentuan tertulis yang secara pasti membernikan pengertian mengeniu
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apa yang dimaksud dengan “tanah yang dikuasai olch pemenntah daerah/tanah
aset pemernintah daerah”™ beserta rincian mengenai tanah-tanah mana saja yang
merupakan aset pemerintah daerah mengakibatkan multi tafsir di kalangan
para aparatur pelaksana dibidang pertanahan yang tdak menutup
kemungkinan munculnya kesalahpahaman,

Dalam ketentuan perundang-undangan juga tidak dijelaskan mengenai
tanah-tanah mana saja yang boleh dilepaskan dan tidak boleh dilepaskan
beserta parameter pertimbangan-pertimbangan yang dapat dinilai scbagai
pertimbangan yang menguntungkan bagi daerah. Sehingga sampai saat im
pertimbangan mengenai dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu
permohonan pelepasan murni berdasarkan pertimbangan dan aparatur
pelaksana dibidang pertanahan dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan beserta DPRD Kabupaten Lamongan dalam memberikan
pertimbangan didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyeknf

Ketidakjelasan ini dapat membuka peluang bagi para stakeholder untuk
memanfaatkannya sebagai suatu bentuk “permainan” dikalangan eksekutil
demi kepentingan pribadi dan segelintir orang saja. Pada akhimya, negara dan
masyarakatlah yang akan dirugikan karena pertimbangan-pentimbangan yang
kurang matang dan aparatur pelaksana. Adakalanya pertimbangan pars
stakeholder tersebut telah dinilai matang derm kepentingan masyarakat,
misalnya bahwa dengan dilepaskannya suatu bidang tanah kepada pengusaha
setempat untuk diatasnya dibangun suatu pusat perbelanjaan dengan demikian
maka nkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daemh
setempat, menaikkan nilai jual tanah di sekitar wilayah tersebut yang tentunya
akan menguntungkan masyuarakat, dan lebih terpeliharanya kebersthan wilayah
sekitar, Namun dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemenntah
Daerah Kabupaten Lamongan mengabaikan peruntukan dan penggunaan tanah
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan ( Berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak Mansur selaku Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan, 17 Oktober 2006).
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2. Badan Urusan Tanah dan Rumah Kabupaten Lamongan mengalami kesulitan
dalam membenkan penilaian dan penetapan besamya ganti rugi sebagai biaya
pelepasan yang harus dibayarkan oleh pemohon sebagai kompensasi dan
tegadinya perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan disebabkan karena pada umumnya parameter yang
digunakan oleh tim penaksir dalam menilai dan menctapkan ganti Tugi atas
suatu bidang tanah adalah berdasarkan milai guna tanah dan nilai prospekiif
tanah yang bersangkutan.

Persoalan hukum ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan parameter
tersehut diantara para tm penaksir dalam memberi argumentasi mengenai
ganti rugl terhadap suatu bidang tanah. Disamping itu juga dikarenakan harus
membandingkan harga taksiran dengan neraca daerah, uniuk menghindan agar
jangan sampai harga vang diberikan tersebut terlalu tinggi schingga
masyarakat tidak mampu membeli, sementara masyarakat telah menduduki
tanah tersebul selama bertahun-tahun dan telah menank retribusi dan
masyarakal. Disisi lain jangan sampai harga tanah tersebut terlalu rendab
sehingga merugikan daerah (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eds
Subagio selaku Kepala Sub Bidang Data Badan Urusan Tanah dan Rumah
Pemenntah Kabupaten Lamongan, 20 Oktober 2006).

3. Kesulitan dalam meclakukan pengatuman, penertiban den pengendalian
penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamongan.

Kesulitan yang dialam oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
salah satunya disebabkan kurangnya kerja sama antara lembaga terkait, yakni
antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dengan Badan Urusan Tanah
dan Rumah. Kurangnya kerjasama antam lembaga terkait terlihat berdasar
kenyataan bahwa Kantor Pertanahn Kabupaten Lamongan tidak mempunyai
daflar tanah-tansh yang menjadi aset Pemermtah Daerah Kabupaten
Lamongan karena memang tidak didaftarkan oleh Pemerintah Dacrah
Kabupaten Lamongan. Padahal seharusnya tanah-tanah tersebut didaftarkan
mengimgat tugas kantor pertanahan adalah mendata berdasarkan peran akuf
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dari masyarakat yang mendaftar/membuat sertifikat hak atas tanahnya
Disamping itu dapat juga disebabkan karena birokrasi yang seringkali tanah-
tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tersebut terlambat didafiar
sehingga telah terjadi peralihan yang berakibat hilangnya aset Pemerintah
Daerah Kabupaten [ amongan tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam usaha melakukan pengaturan,
pencrtiban dan pengendalian penguasaan dan pemanfaatan tanah adalah
masalah conflik of mterest. Tanah mempunyai potensi permasalahan yang
dapat mengganggu laju pembangunan dan menimbulkan kerawanan sosial
melalui conflik of interest yaitu benturan-benturan kepentingan yang lahir dan
kegiatan pertanahan antara perorangan dengan perorangan. perorangan dengan
badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, maupun dengan
pemenintah.

Pada umumnya ruang lingkup masalah pertanahan yang muncul dalam
conflik of mterest tersebut adalah masalah status tanah, masalah kepemilikan,
masalah bukti-bukui perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan
sebagainya. Penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan  terutama
disebabkan karena harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi
masyarakat yang semakmn sadar dan peduli akan kepentingan/haknva dan
iklim keterbukaan yang digariskan Pemerintah, (Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Mansur selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamongan, 17 Oktober 2006).

4. Tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dalam pelaksanaan
peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Dacrah Lamongan
menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan Lamongan, yakni Pasal
37 PP No. 24 Tahun 1997

Syaral pendaflaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 24
Tahun 1997 yang menyebutkan babwa peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
data perusahaan dan perubaban hukum pemmdahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
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dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menunit ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi, karena
peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan di
Desa Made Kecamalan Lamongan tersebut hanva didasarkan atas akta
perjanjian perikatan penyerahan hak penggunaan tanah vang dibuat oleh
Notaris Siti Reynar, S.H. Dalam kenyataannya, sekalipun ketentuan peraturan
penmdangan lelah menyebutkan demukian dengan menggunakan “hanya
dapat”, namun pendaftaran hak atas tanah yang telah diperoleh oleh
masyarakat melalui permohonan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah tetap dapat dilakukan tanpa dilakukan tanpa adanya akta
jual beli yang dibuat oleh PPAT.

Tidak terlaksananya ketentuan perundang-undangan sebagaimana
mestinya, disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dan para aparat
pelaksana dan masyarakat yang seharusnya ikut berpastisipasi dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagai pemegang kontrol (pengawasan),

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Peralihan Hak Atas Tanah Yang
Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Menjadi Hak Guna Bangunan Di
Desa Made Kecamatan Lamongan.

Dalam menghadapi kendala-kendala peralihan hak atas tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lamongan di Desa Made Kecamatan
Lamongan, ada beberapa upaya antara lam:

1. Membuat Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Peralthan Hak
Atas Tanah Yang Dikuvasai Oleh Pemenntah Daerah Tmgkat 11 Kabupaten
Lamongan yang mengatr mengenal’

a. Pengertian “tanah yang dikuasai oleh pemerintah dacrah Lamongan * atau
“tanah aset pemenniah daerah Lamongan” untuk  menghindan
kesalahpahaman akibat ketidakjelasan yang menyebabkan multi tafsir di
kalangan aparatur pelaksana, lengkap dengan nncian tentang tanah-tanah
mana saja yang termasuk dan tidak termasuk sebagm aset pemeriniah
dacrah.
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b. Pengaturan mengenai dalam kondisi apa saja tanah-tanah aset pemerintah
dapat dilepaskan. sebagai parameter pertimbangan yang menguntungkan
daerah, yang tentunya sifat dari kondisi tersebut harus benar-benar
mendesak untuk kepentingan umum dan kepentingan negara sehingga
tidak lagi berdasarkan pertimbangan secara objektif dan aparatur
pelaksana,

2. Membuat suatu peraturan dacrah yang memuat klasifikasi tanah sebagai dasar
untuk memudahkan Badan Urusan Tanah dan Rumah dalam memberikan
penilaian dan penetapan besarnya biaya ganti tugi, namun tetap disesuaikan
dengan nilai taksiran tata guna tanah dan nilai prospektif serta neraca daerah
sehingga ganti rugi yang didapatkan benar-benar layak. Dengan adanya
standarisasi ini diharapkan mempersingkat waktu pemrosesan permohonan
pelepasan hak atas tanah,

3. Perlu peningkatan kerjasama di antara instansi terkail (Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan dengan Badan Urusan Tanah dan Rumah) terutama
dalam hal pendataan dan pendaftaran tanah-tanah aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan untuk menjamin kepastian hak Pemerintah Dacrah
Kabupaten Lamongan atas aset-aset tanah yang dimilikinya.

4. Dapat dilakukan dengan perbaikan moral, kesadaran hukum dan kinerja aparat
pelaksana dibidang pertanahan agar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan
perundangan yang berlakn dan untuk mengurangi adanya tindakan-tindakan
dari oknum-oknum yang demi kepentingan pribadinya dapat dipastikan
merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
instansi yang bersangkutan.
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4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai

Oleh Pemernintah Daerah Kabupaten Lamongan di Desa Made Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan” dapat dissmpulkan

L.

e

bahwa peralihan hak atas tamah yang dikvasai oleh Pemermtah Daerah
Kabupaten Lamongan menjadi hak guna bangunan di Desa Made Kecamatan
Lamongan melewati dua proses, yaitu proses pelepasan hak atas tanah yang
dikuasai oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Lamongan Nomor 76 Tahun 1995
Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Tingkat [1 Kabupaten
Lamongan Di Desa Made Kecamatan Lamongan.dan proses permohonan hak
guna bangunan diatas bekas tanah yang dikuasai Pemenntah Kabupaten
Lamongan.

bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemenntah
Daersh Lamongan di Desa Made Kecamatan Lamongan melalui Badan
Urusan Rumah dan Tanah masih menghadapi banyak kendala diantaranya
kepastian mengenai pengertian “tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah”,
kepastian mengenai prosedur pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh
pemerintah daerah, kesulitan dalam penetapan besarnya biaya ganti rug), dan
syarat untuk dapat mendafiarkan haknya.

untuk mengatasi permasalahan yang timbul dan pelaksanaan peralihan hak
atas tanah yang dikuasm oleh Pemenniah Daerah Lamongan adalah denpgan
membuat Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Peralihan Hak Atas
Tanah Yang Dikuasm Oleh Pemermtah Dacrah Tmgkat [ Kabupaten
Lamongan, peningkatan kenasama antara Kantor  Pertanahan  Lamongan
dengan Badan Urusan Tanah dan Rumah sena perbaikan moral, kesadaran
hukum dan kinerja aparat pelaksana dibidang pertanahan.

45
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4.2 Saran
Dar hasil penelitian mengenai “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Daerah Menjadi Hak Guna Bangunan™ dengan ditemukannya

beberapa persoalan hukum dalam rangka pelaksanaannva, maka beberapa saran

penyusun berikan sekiranya dapat digunakan untuk mengatasi persoalan hukum

yang timbul. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut

1. sebaitknya pemerintah segera menerbitkan undang-undang yang memberikan
kepastian mengenai tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan jika
tindakan pelepasan hak atas tamah kepada wmasyarakat tetap berlanjut,
hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menerbitkan peraturan
daerah yang memuat klasifikasi mengenai besarnya biaya ganti rug.

2. sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan lebih mengutamakan
untuk memanfaatkan tanah-tanah vang dikusai dalam bentuk kerja sama
dengan pihak lain, daripada melakukan pelepasan hak atas tanahnya.
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